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AISALISIS STAISDAII BEI.+IEJA KEGIATAIE OT.CASISASI PER.*I!TGT{.A?
DAT,RAII DI LIIITGKIIITGAIT 

"E}ITRII{TATI 
KOTA PRASUMIILilI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

$/ALIKCTA PEABi*IMiJ I .1H.

Menimbang a. bahrva dalam rangka mempersiapkan pemenuhan dan
memberikan pedoman Pemerintah Kota Prabumulih Tahun
llnggaran 2O2i sesr:rai riengan Pasai 298 ayar i3i ijndang-
Undang Nomor 23 Tahun 2A* sebagairnana telah diuLrah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perulrahan kedua atas Undang-
Unelang Nomor 23 Tahr:n 2A14 tentang Pemerint-ahan
Daerah maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja
(ASB) sebagai harga patokan dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa;

b. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl
huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Prabumuiih.

l\.r. ien crin or t i. Unriang-Undang i\omor 6 "fahun 200i renrang
Pembentukan Kota Prabumulih {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a113);

2. Llnelang-Unciang i.iomor i7 Tahun 2A03 tenfang Keu.angan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOZ
Nomor +V , 'lambahan Lemiraran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

3. undang-urrdang iiornor' 25 Tairuu 2CtO4 tentang sisierrr
Perencanaan Pembangunan Nasional {I-ernbaran ltJegara
Repubiik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tamhahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2aa);



4. Uneiang-Unriang i\iomor 23 Tahun 2Ai4 rentang
Pemenntahan Daei-ah {Lembaran l{egara Republik
indonesia Tahun 2014 Namor 244, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
l-rebera-pa ka-ii, terakhir dengan l_Indang-Ilncla_ng Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i 5
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Repubrtik
incionesia Namor 5674i;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embarar' Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar:an
itiegara Repui:lik inrionesia iriomor a578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupateu/Kota iirrrii;aran iiegara Repubiik indorresia
Tahun 2AO7 Norncr 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nnmor a737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun ZO14 tentang
n-.- --!-l.. -__ n-._.--_ _ rtr:r..1_ i!- _---_ I r-\-^.._l- 1r ^--- 1_ _ -__ -relrBrrulaalr [Jararrg ivrttiK i\egaiai LJaei'all ii-eitiuat'ai"i
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 gZ, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1B tentang
T)----.-{^^.^ I}^ ! t^-^ Il^*^*',.+^1^.r Llr6d.Ltaa.ar.tL Uc7.t altE/ !-/6tna:l .t UtiicI ii iLaii;

9. Peraturan Pemerintah lr{omor ir rahun 2o1T rentang
Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran
Pemirangunafi N asional;

i0. Peraturan Menteri Daiam Negert Nomar i3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Al1 {Berita Negara
Repuhlik Indonesia Tahr:n 2A1t Nomor 310i;

ll.Peraturan ldenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2c1"0
tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor B
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2Afi tentang. Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangllnan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

12.Peraturan Daerah Kora Prabumuiih i,{omor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembanguriari Jangka Meirengah Daerah
{RPJMDi Kota Prabumulih Tahun 2018 - ZA2Z (Lembaran



Daerah Kota Prabumuiir: Tahr_rn 2019 lr{omor ii;
13. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih {Lelrr.baran Daerah Kota Prabumulih Tahun
2Ai6 i{omcr 9i;

14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2O19
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2A2A ilembaran Daerah Kota
Fraburnuiiir Tairun 2Ci9 i{t;rnor 4i:

MEMUTUSKAN :

wienetapkan PERATURAMALIKOTA TENTANG ANALISiS STAI\,r-DAR
BELANJA KEGIATAN ORGAIXISASI PtrRANCi{4T DAERAF{ i]i
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAE i
KETtrNTUAN UI\iIUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, _t'ang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumuiih
3. Walikota adalah Waiikota Prabumulih
4. Der,van Pennakilan Rakyat Daerah dan seianjutnya di singkat DPRD

aciaiah ilPRD Kota Prabumuiih
5. Analisis Standar Belanja _t"ang selanjuti:1.a disingkat ASB adalah dakurnen

penYusunan analisis standar belanja daerah untuk periode 1 {satu} tahun
6. Rencana Pembangllnart Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya

disingkar RPJMD adalah dokumen perenca-naan pemba,rrgunan l)aerah
untuk periode 5 ilima) tahun

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD
adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih

L Plaion ariaiah Patakan batas mak-simai pagu ],.ang diberikan kepada i-rpD
9. Organisasi Perangkat Daerah -yang selanjutn_v-a disingkat OPD aclalah

Perangkat Daerah Kota Prabumulih selaku pengguna anggaranfpenguna
barang.

1fi. Trm Anggar an Pemenntah l-laerah yang selanjr;tn;ia Cisingkat TAPn
adalah tim 5.ang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas men_1.iapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala claerah dalam rangka pen:'Llsunan ApBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola
keuangan ciaerah dan pejabat iainn3ra sesuai dengan keLrutuhan.

1 1. Rencana Keija dan Anggarari OPD -vang selanjutnya disingkat RKA-OPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana



pendapatart, rencana i:eianja program dan kegiatan CPD serta rencana
pembia,v-aan sebagai dasar perivusiiilan APBD.

BAB II

VIAKSUD DAN TUJUAI'{

Bagian Kesatu

Maksr-ld

Pasai 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan narna
kegiatan ].ang berlaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kota Prai:umulih.

Racrinrr Kerirrn

r uJ uarr

Pasal 3

Fenerapan ASB i:ert-ujuan untuk :

a. Menjamin keq.ajaran dan keadilan anggaran belanja antar CPD, antar
prograffr dan kegiatan sejenis;

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan
pen gendalian an ggaran :

c. Memberikan pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan daiam
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah {RKA-OPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Frabumulih.

BAE iii
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

{1 } ASB kegiatan OPD ili lingkunga.n Pemerintah Kota Prabumulih
sebagaimana tertuang dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih wajib menerapkan ASB

sebagaimana tersebut dalam a1'at (1) pada saat penyusunan RKA-OPD.

i:3j Rencana kegiatan OPD di Lingkungan Pemerintair Kota Prabumuiiir yang
beium ada/beium diatur penl-etaraannva dalam ASB ini, dianggarkan
sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total Lrelanja berikut
alokasi rincian ob_vek beianja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan
TAPD Kota Prabumrrlih.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI



Pasai 5
TAPD Kota PraLrumulih, berke$'ajiban melakukan pengeridalian dan evaluasi

terhadap penerapan ASB dalam rangka mengetahui efektifitas dan

permasalahan dalam perrerapan sebagai Lrahan untuk pen-Yernpurnaan

penlnrsrrn64. ASR.

BAB V
KBTENTUAN PERALIHAN

Pasai 6

{1) Penerapan ASB ke dalam pen-1,'usunan RI{A-OPD kierpedoman pada

Peraturan Walikota ini.

{2) Peraturan Walikota ini a}ran ditinjau kembali secara periodik guna

menlresu aikan perkg4hanga n kea ri-aan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 7
Peraturan Walikota ini rnulai l:erlaku pada tanggal diundangkaa'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatann\.a dalam Berita Daerah Kota PraLrumulih.

Ditetapkan di Prai:umi-riih
pada tanggal { Frt-.,o.i zAZA

PRABUMUL1H,

*l

BU

Diundangkan cii Prabumulih

yarsa tangga! SE b*.-c.t jUZr-t

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PRABUh{ULIH.

k'Li AI\

BE DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2A2A NOMOR zS


